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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Audit merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif dengan tujuan menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga tidak hanya terbatas pada pemeriksaan angka-angka, tetapi juga meliputi penelusuran, pengujian, dan pengungkapan kondisi nyata entitas (Arista, Kuntadi, & Pramukty, 2023). Laporan keuangan yang dihasilkan kemudian menjadi kebutuhan mendasar bagi manajemen maupun perusahaan karena memuat informasi yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan investor dalam menilai kelayakan investasi, kreditur dalam menentukan kebijakan pembiayaan, serta regulator dalam mengawasi kepatuhan entitas, sehingga informasi yang disajikan di dalamnya harus memiliki kualitas tinggi, yaitu relevan, andal, valid, serta dapat dipercaya.
Audit memiliki peran krusial dalam menjaga kredibilitas dan transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas. Laporan keuangan yang telah diaudit memberikan keyakinan lebih kepada pemangku kepentingan bahwa informasi yang mereka gunakan dalam pengambilan keputusan adalah akurat dan dapat diandalkan. Seiring globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semikin tinggi, tuntutan terhadap kualitas audit juga semakin meningkat. Pada sisi lain, auditor dihadapkan pada tekanan bisnis dan persaingan yang ketat, termasuk dalam hal menentukan fee audit, yang menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kelangsungan operasional KAP (Yulianto & Sulistyowati, 2021). 
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Menurut Permatasari & Ruswandi (2019) KAP merupakan lembaga profesional yang menyediakan berbagai layanan di bidang akuntansi bagi entitas bisnis maupun publik, salah satu layanan utama yang ditawarkan adalah audit eksternal terhadap laporan keuangan entitas. Kehadiran KAP sangat berpengaruh bagi entitas bisnis maupun pihak klien, karena tidak hanya memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan, tetapi juga menawarkan layanan profesional yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional dan proses bisnis yang dijalankan oleh klien.
Fee audit merupakan sejumlah pengeluaran yang wajib ditanggung oleh suatu entitas sebagai bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada akuntan publik (Oktarinaldi & Robin, 2022). Besaran imbalan tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu tingkat risiko yang melekat pada penugasan audit, kompleksitas layanan yang diberikan auditor, kebutuhan atas tingkat keahlian tertentu dalam menjalankan prosedur audit, serta struktur biaya internal dari KAP yang melaksanakan penugasan. Dengan kata lain, fee audit merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak klien, yaitu pengguna jasa auditor eksternal, sebagai konsekuensi dari penerimaan jasa pemeriksaan laporan keuangan. Jumlah fee audit menjadi pendapatan utama bagi KAP, yang besarannya sangat bergantung pada seberapa luas ruang lingkup audit yang dilakukan, kerumitan transaksi yang diperiksa, serta seberapa tinggi reputasi KAP yang bersangkutan di mata masyarakat umum, regulator atau pemerintah, dan para investor.
Dalam praktiknya, fee audit dipandang sebagai persoalan dilematis. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan kontraktual antara auditor eksternal dengan entitas klien. Auditor memperoleh bayaran dari entitas yang di audit. Pada sisi lain, auditor tetap dituntut untuk menjaga dan mempertahankan independensinya secara penuh ketika memberikan opini audit, sehingga tidak terjadi fenomena kepentingan yang dapat merusak objektivitas, integritas, serta kredibilitas hasil audit (Yulianto & Sulistyowati, 2021). 
Menurut DeAngelo (1981) definisi dari kualitas audit adalah tingkat kemungkinan seorang auditor mampu mengidentifikasi serta mengungkapkan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang terjadi dalam proses akuntansi klien. Tingkat keberhasilan auditor dalam menemukan penyimpangan sangat dipengaruhi oleh keahlian profesional yang dimiliki. Kualitas audit dapat dipahami sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit. Kualitas audit berkaitan erat dengan kemampuan auditor dalam memastikan bahwa informasi akuntansi yang disajikan entitas benar-benar dapat dipercaya, sehingga mampu meminimalisasi berbagai risiko munculnya informasi yang keliru, menyesatkan, atau tidak akurat bagi para pengguna laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan auditor harus bersifat akuntabel, bebas dari unsur salah saji, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja (Sabirin & Prasetyo, 2019).
Fenomena fee audit telah lama menjadi perhatian dalam dunia auditing. Fee audit merefleksikan kompleksitas dan risiko yang dihadapi auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Simunic (1980) menunjukkan bahwa tekanan kompetititf dapat mendorong auditor untuk menurunkan fee audit, dengan mengurangi prosedur audit yang semestinya, sehingga berdampak pada penurunan kualitas audit. Santhi & Ratnadi (2017) menyatakan bahwa besarnya fee audit yang diterima auditor dari klien berpotensi mengikis objektivitas profesionalnya. Kondisi ini dapat memicu hubungan yang bersifat ketergantungan antara auditor dan entitas klien.
	Setiawan & Farida (2023) menyatakan bahwa meningkatan jumlah fee audit justru berbanding terbalik dengan kualitas audit yang dihasilkan. Semakin besar fee yang diterima auditor, semakin besar pula potensi bias dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor cenderung memprioritaskan kepentingan pihak yang memberi kompensasi dan mengabaikan prinsip independensi yang seharusnya dijunjung dalam penerapan standar audit. Dampaknya, kualitas audit lebih diarahkan untuk memuaskan klien daripada merefleksikan kondisi sebenarnya.
Menurut Ramadhan, Mukti, & Sianipar (2024), tingkat pengawasan terhadap profesi auditor terus mengalami peningkatan, sejalan dengan maraknya fenomena pelanggaran yang melibatkan auditor eksternal. Di tengah persaingan yang semakin ketat antar KAP, fee audit menjadi instrumen kompetitif yang dapat mempengaruhi keputusan klien dalam memilih auditor, yang pada akhirnya juga berpotensi mempengaruhi kualitas audit. Dampak fee audit terhadap kualitas audit dapat dilihat dalam fenomena audit besar di Indonesia. 
[bookmark: _Hlk196911892]Fenomena yang sempat menjadi perhatian publik terkait kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2019. Dalam laporan keuangan, Garuda mengakui adanya pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, kenyataannya secara substansi pendapatan belum dapat diakui sesuai standar akuntansi yang berlaku. Audit atas laporan keuangan ini dilakukan oleh seorang akuntan publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang merupakan anggota jaringan BDO Internasional. Kementerian Keuangan kemudian menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin terhadap auditor dan KAP karena dianggap melakukan kelalaian profesional dengan mengabaikan adanya pencatatan yang tidak sesuai (CNBC Indonesia, 2019). 
Menurut pemberitaan CNN Indonesia (2019), Kementerian Keuangan menyebut adanya tiga bentuk kelalaian auditor dalam kasus PT Garuda Indonesia yang semakin menegaskan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, fenomena ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran teknis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai hubungan antara besaran fee audit dan kualitas audit. Fee audit merupakan sumber daya penting yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas secara menyeluruh. Akan tetapi pada sisi lain, fee audit yang berasal dari klien bernilai tinggi, auditor berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang melemahkan sikap profesional dalam mengaudit laporan keuangan. 
Kasus Garuda menjadi refleksi bahwa pembahasan tentang fee audit berkaitan erat dengan isu kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Manipulasi dan rekayasa dalam penyajian laporan keuangan memicu meningkatnya keraguan publik serta menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan para pemangku kepentingan yang selama ini mengandalkan akurasi laporan keuangan untuk mengambil keputusan (Ramadhan et al., 2024). Aritonang & Darmawati (2022) menambahkan bahwa, tindakan manipulasi memicu ketidakpercayaan terhadap moralitas dan etika manajerial dalam suatu entitas, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan publik terhadap kredibilitas serta kejujuran pihak manajemen.
Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, didukung oleh sektor perdagangan, pertambangan, jasa, dan properti. Aktivitas ekonomi yang terus berkembang ini tentu membutuhkan dukungan dari profesi akuntan publik yang mampu menyediakan jasa audit yang berkualitas. Di tengah keterbatasan jumlah klien dan persaingan yang cukup ketat antar KAP di Kota Samarinda, fenomena fee audit menjadi semakin kompleks. Auditor di daerah sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan standar profesionalisme dengan kebutuhan untuk mempertahankan klien agar kelangsungan operasional KAP tetap terjaga.
Pemeriksaan laporan keuangan entitas dilaksanakan oleh pihak auditor eksternal guna memastikan bahwa hasil penilaian bersifat objektif, badan usaha yang menyediakan sumber daya auditor eksternal adalah KAP. Terdapat beberapa KAP yang beroperasi di Samarinda yang melayani beragam klien dari berbagai sektor usaha. Dalam praktiknya, auditor eksternal di KAP tentunya tidak terlepas dari dinamika penetapan fee audit dan berbagai dinamika yang menyertainya. Penting untuk mengkaji bagaimana akuntan publik di KAP dan klien memandang dan menyikapi dinamika penetapan fee audit, serta bagaimana fee audit berdampak pada kualitas audit.
Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto & Sulistyowati (2021) memperkuat bukti bahwa besarnya fee audit mempengaruhi kualitas audit, serta pada penelitian yang dilakukan Sabirin & Prasetyo (2019) memperkuat bukti bahwa fee audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu difokuskan pada pengungkapan fenomena fee audit melalui dua perspektif, yaitu perspektif akuntan publik yang bertugas di KAP Kota Samarinda dan entitas klien yang diaudit, dengan menggunakan paradigma kualitatif dan pendekatan fenomenologi.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti terdorong untuk melaksanakan sebuah penelitian berjudul Mengungkap Fenomena Fee Audit: Dual Perspective of Public Accountants and Clients.
1. 
1.1. 
1.2. Fokus Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada eksplorasi pada pandangan subjektif antara akuntan publik yang bekerja di KAP Kota Samarinda dan entitas klien yang diaudit mengenai dinamika penetapan fee audit. Fokus dari penelitian ini adalah menggali narasi, makna, serta dinamika proses penetapan fee audit yang melatarbelakangi penentuan kualitas audit tanpa memiliki maksud untuk menggeneralisasi hasil temuan.
1.2. 
1.3. Rumusan Masalah
Fenomena fee audit memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:
1. [bookmark: _Hlk207761389][bookmark: _Hlk207761451]Bagaimana penetapan fee audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik di Kota Samarinda?
2. [bookmark: _Hlk209576885]Bagaimana dampak penetapan fee audit terhadap kualitas audit?
1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengungkap penetapan fee audit oleh Kantor Akuntan Publik di Kota Samarinda.
2. Mengeksplorasi dampak penetapan fee audit terhadap kualitas audit.
1.5. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang berguna, yaitu sebagai manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi praktisi partner KAP maupun auditor, entitas klien, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan wawasan mendalam tentang fenomena fee audit serta dampak terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini dapat membantu partner KAP dan auditor dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara kompetisi yang sehat dan hasil audit yang berkualitas. Selain itu, temuan penelitian ini juga berguna bagi regulator dan asosiasi profesi dalam menetapkan standar fee audit yang lebih transparan dan etis, untuk mencegah pelanggaran kode etik yang merusak kredibilitas auditor.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. 
1. 
2. 
2.1. Fee Audit
1. 
2. 
2.1. 
2.1.1. Pengertian Fee Audit
Penetapan fee audit merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak auditor dan klien, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti durasi pelaksanaan audit, jumlah anggota yang dilibatkan, serta tipe audit yang dilakukan. Ketika suatu entitas memnafaatkan jasa audit untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya, maka akan menimbukan fee atas layanan audit yang harus ditanggung oleh entitas (Wahyuni, Abbas, Hamdani, & Basuki, 2022). Taufiqah Julia Wardani, Bambang, & Iman Waskito (2022) menyatakan bahwa, penetapan fee audit dilakukan setelah tercapainya perjanjian kerja sama antara auditor dan pihak klien, yang umumnya disepakati terlebih dahulu sebelum aktivitas pemeriksaan dimulai.
Jessica, Belinda, Lorencia, Tannitri, & Afiezan (2021) mendefinisikan fee audit sebagai imbalan jasa yang diterima oleh akuntan publik atas layanan pemeriksaan laporan keuangan, yang besarnya ditentukan oleh sejumlah faktor, seperti tingkat risiko audit, kompleksitas pekerjaan, intensitas usaha yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit, serta kompetensi profesional auditor yang terlibat. Menurut Wahyuni et al. (2022) fee audit adalah biaya yang dibayarkan kepada auditor atas pelaksanaan proses audit.
Huri & Syofyan (2019) menyatakan bahwa, fee audit merujuk pada jumlah kompensasi yang diperoleh auditor eksternal sebagai balasan atas pelaksanaan tugas pemeriksaan laporan keuangan. Fee audit kerap menjadi isu yang kompleks, karena di satu sisi auditor eksternal menerima pembayaran dari entitas yang diaudit sebagai kompensasi atas layanan pemeriksaan yang diberikan, di sisi lain juga auditor dituntut untuk tetap menjaga objektivitas dan sikap independen dalam menyusun serta menyampaikan opini atas laporan keuangan (Sinaga & Rachmawati, 2018).
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fee Audit
Sanusi & Purwanto (2017), Azizah, Nazar, & Pratama (2021), Amelia, Abbas, Hamdani, & Hakim (2022), Cristansy & Ardiati (2018), Immanuel & Yuyetta (2014), Hakim & Sagiyanti (2018), Afdhalastin & Yuyetta (2021), Huri & Syofyan (2019), Yulianti, Agustin, & Taqwa (2019), Simatupang, Ismail, & Taqi (2021), Faradhillah & Abbas (2022), Suwardika & Mustanda (2017) menguraikan faktor-faktor yang diyakini memiliki peran signifikan dalam menentukan besaran fee audit. Berikut penjelasan lengkapnya:
1. Risiko Entitas Klien
Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Sanusi & Purwanto (2017), tingkat leverage yang tinggi dalam suatu entitas mendorong kebutuhan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas guna memenuhi kepentingan para kreditur. Kondisi ini menurut auditor untuk melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh dan mendalam, yang berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas dan lama waktu audit. Ketika entitas menghadapi risiko yang signifikan, auditor dituntut untuk menginvestasikan lebih banyak waktu dan tenaga dalam proses audit yang berdampak pada meningkatnya biaya jasa audit eksternal yang harus dibayar oleh entitas.
Azizah et al. (2021) menyatakan bahwa solvabilitas atau yang dikenal sebagai rasio leverage merupakan kemampuan entitas bisnis untuk melunasi seluruh kewajiban finansial, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika entitas mengalami likuidasi. Rasio leverage berfungsi sebagai indikator tingkat struktur pembiayaan entitas ditopang oleh utang dibandingkan dengan total aset atau modal yang dimiliki entitas. Ketika sebuah entitas memiliki rasio leverage yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan melalui utang cukup dominan, yang bisa berdampak ganda, di satu sisi berpotensi meningkatkan profitabilitas melalui ekspansi dan di sisi lain dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan finansial atau kebangkrutan (Azizah et al., 2021).
Entitas sering kali memilih untuk memperoleh dana melalui pinjaman daripada mengandalkan pembiayaan dari modal internal guna memperluas dan mengoptimalkan aktivitas bisnis. Ketergantungan terhadap utang yang tinggi menunjukkan bahwa entitas menanggung tingkat risiko keuangan yang signifikan. Risiko keuangan mencakup kemungkinan kegagalan entitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Untuk menilai tingkat entitas mampu memenuhi komitemn keuangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang digunakan rasio leverage sebagai indikator keuangan utama (Azizah et al., 2021).
Ketika suatu entitas bisnis menunjukkan angka leverage yang tinggi, auditor dituntut untuk melakukan pengujian yang lebih ketat terhadap bukti transaksi dan perlu melakukan konfirmasi langsung kepada pihak eksternal, seperti kreditur, untuk memverifikasi akurasi dan kelengkapan informasi mengenai kewajiban yang tercatat. Proses audit dalam kondisi seperti ini memerlukan sumber daya tambahan, baik dari sisi waktu maupun jumlah tim audit yang terlibat, karena kompleksitas meningkat. Akibat dari meningkatnya kebutuhan proses audit, fee audit yang harus dibayar oleh entitas pun menjadi lebih besar.
2. Kompleksitas Entitas Klien
Amelia et al. (2022) mendefinisikan kompleksitas dalam suatu entitas bisnis sebagai tingkat kerumitan yang melekat pada aktivitas dan struktur operasional entitas. Sanusi & Purwanto (2017) mengindikasi bahwa terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara tingkat kompleksitas suatu entitas klien dengan besarnya fee audit eksternal yang harus dikeluarkan. Semakin kompleks struktur dan operasi klien, maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi auditor eksternal, baik dari segi aktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit maupun tingkat keahlian profesional yang dibutuhkan. Kondisi ini secara alami menyebabkan kenaikan pada total fee audit yang harus ditanggung entitas klien.
Ketika sebuah entitas memiliki struktur organisasi, operasi, dan sistem keuangan yang lebih kompleks, hal ini cenderung mendorong kenaikan total fee audit yang harus dikeluarkan untuk jasa audit eksternal. Kompleksitas yang tinggi menuntut proses audit yang lebih mendalam dan menyita waktu mengakibatkan pengeluaran audit yang lebih besar bagi entitas klien (Sanusi & Purwanto, 2017). Kompleksitas bisa muncul dari berbagai faktor, seperti keterlibatan dalam transaksi lintas negara yang memerlukan penggunaan mata uang asing, banyaknya unit usaha seperti anak entitas maupun cabang yang tersebar, hingga aktivitas operasional yang dijalankan di luar wilayah yurisdiksi domestic. Semakin beragam dan luas ukuran kegiatan entitas, semakin tinggi pula tingkat kompleksitas yang dihadapi dalam hal pencatatan, pelaporan keuangan, serta pengelolaan manajerial. Entitas dengan struktur organisasi yang rumit dan aktivitas bisnis internasional cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam hal transparansi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan (Cristansy & Ardiati, 2018).
Tingkat kompleksitas suatu entitas menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh auditor sebelum memulai proses pemeriksaan (Amelia et al., 2022). Struktur organisasi yang melibatkan keberadaan anak entitas atau cabang yang berada di bawah kendali entitas induk merupakan dinamika yang tidak sederhana. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan saham secara mayoritas oleh entitas induk terhadap entitas anak, yang menjadikan entitas anak bagian pelengkap dari keseluruhan entitas ekonomi. Keberadaan anak entitas dapat menjadi sumber tantangan tersendiri bagi auditor eksternal karena proses verifikasi informasi keuangan menjadi lebih rumit dan membutuhkan perhatian lebih (Immanuel & Yuyetta, 2014).
Semakin kompleks operasi suatu entitas, terutama mencakup banyak unit usaha di berbagai lokasi, baik dalam maupun luar negeri, semakin tinggi pula tingkat kesulitan yang harus dihadapi auditor. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan pekerjaan audit, mulai dari pengumpulan bukti audit, evaluasi pengendalian internal, hingga konsolidasi laporan keuangan dan berdampak fee audit yang dibebankan kepada entitas klien menjadi meningkat seiring bertambahnya kompleksitas dan beban kerja auditor. Ketika entitas berafilias dengan grup usaha yang besar dan memiliki jaringan luas anak serta cabang entitas, maka auditor harus mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk menyelesaikan tugas secara menyeluruh dan akurat.
3. Jenis Industri Entitas Klien
Menurut Amelia et al. (2022) industri adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berfokus pada proses perubahan berbagai jenis bahan, baik bahan mentah, bahan baku utama, barang setengah jadi, maupun barang jadi, menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah secara ekonmi. Proses ini melibatkan serangkaian tehapan teknis, teknologi, serta tenaga kerja terampil yang secara sistematis mengubah input awal menjadi output yang lebih bermanfaat dari segi fungsi, kualitas, dan daya jual. Kegiatan industri bertujuan untuk meningkatkan nilai komersial suatu produk melalui pengolahan, praktikan, atau modifikasi, dan hasil akhirnya dapat memenuhi keinginan pasar. Produk industri dapat berupa barang konsumsi, barang modal, atau komponen yang digunakan dalam proses produksi lanjutan.
Hakim & Sagiyanti (2018) mendefinisikan jenis industri sebagai klasifikasi atau pengelompokan entitas berdasarkan sifat dan karakteristik utama dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Klasifikasi ini berfokus pada variasi bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh entitas, baik dari segi produk yang dihasilkan, jasa yang ditawarkan, maupun proses bisnis. Setiap entitas beroperasi dalam suatu sektor tertentu yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam hal risiko, regulasi, maupun model pendapatan memiliki pembeda dengan entitas lain yang bergerak di bidang berbeda. Jenis industri merupakan faktor pembeda utama dalam dunia usaha yang menunjukkan bidang spesifik suatu entitas yang menjalankan kegiatan, seperti manufaktur.
Menurut Kikhia (2015) dalam Amelia et al. (2022) klasifikasi industri tempat suatu entitas beroperasi merupakan salah satu faktor penting dalam penetapan besarnya fee audit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan risiko antara industri yang mempengaruhi pendekatan serta keahlian spesifik yang dibutuhkan auditor dalam melakukan pemeriksaan. Setiap jenis industri memiliki kompleksitas yang mengharuskan auditor memiliki pemahaman mendalam dan kompetensi teknis yang sesuai dengan lingkungan bisnis industri. Salah satu contoh nyata adalah industri manufaktur, yang dikenal sebagai sektor dengan tingkat fee audit yang relative tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan investasi modal dalam industri manufaktur, yang membuat entitas manufaktur sangat bergantung pada pembiayaan eksternal seperti pinjaman dan penerbitan saham. Ketergantungan entitas pada pihak eksternal meningkatkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
Amelia et al. (2022) menyatakan bahwa entitas dalam industri manufaktur sering menghadapi tekanan publik yang lebih besar dibandingkan dengan industri lain. Tekanan berasal dari berbagai pihak, seperti investor, kreditur, regulator, serta masyarakat umum yang memperhatikan aktivitas dan kinerja keuangan entitas. Industri manufaktur dituntut untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan secara sukarela dan menyeluruh, yang akhirnya meningkatkan kompleksitas audit. Auditor harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya, waktu, dan sumber daya yang kompeten dalam pelaksanaan audit terhadap entitas dalam industri manufaktur, secara langsung berdampak pada peningkatan fee audit yang dibebankan kepada entitas klien.
4. Profitabilitas Entitas Klien
Kapasitas suatu entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama kurun waktu yang telah ditentukan disebut dengan profitabilitas (Huri & Syofyan, 2019). Menurut Azizah et al. (2021) rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi tingkat penghasilan profitabilitas suatu entitas, sekaligus mengukur efisiensi kinerja manajerial dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Rasio profitabilitas dilakukan dengan membandingkan bagian-bagian dari laporan keuangan dan laporan kinerja keuangan, seperti neraca dan laporan profitabilitas rugi.
Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menyoroti salah satu penyebab munculnya konflik kepentingan, yaitu ketika pihak manajer atau agen gagal memenuhi harapan dan kesejahteraan pemilik entitas atau prinsipal. Dalam upaya memenuhi ekspektasi para investor, manajemen berusaha memaksimalkan profitabilitas agar mampu membagikan dividen dalam jumlah besar, tetapi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun tidak mengandung kekeliruan atau manipulasi, maka diperlukan pemeriksaan oleh auditor independen. Menurut Afdhalastin & Yuyetta (2021) berdasarkan teori agensi, entitas dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih transparan dalam menyampaikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Profitabilitas berfungsi sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja manajerial dalam mengelola suatu entitas.
Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu entitas, maka semakin penting pula dilakukan audit yang cermat untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan (Tat & Murdiawati, 2020). Tingginya profitabilitas yang diperoleh entitas mecerminkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan dan mengendalikan aset, serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki (Afdhalastin & Yuyetta, 2021). Huri & Syofyan (2019) menyatakan bahwa para pemangku kepentingan mendambakan pertumbuhan entitas yang tercermin dari meningkatnya tingkat profitabilitas yang diperoleh. Ketika entitas mampu mencapai target profitabilitas yang optimal, maka akan membuka peluang untuk memberikan manfaat lebih luas, seperti meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan karyawan, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas bisnis melalui investasi baru.
[bookmark: _Hlk199241106]Permasalahan terkait profitabilitas sering kali menjadi aspek yang rawan terhadap praktik salah saji maupun tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Karena itu, auditor cenderung meningkatkan tingkat kehati-hatian dan ketelitian ketika melakukan pemeriksaan pada entitas dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, mengingat tingginya risiko bisnis yang melekat (Huri & Syofyan, 2019). Menurut Afdhalastin & Yuyetta (2021) peningkatan profitabilitas biasanya disertai dengan peningkatan besaran transaksi pendapatan dan beban entitas. Hal ini menuntut auditor untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi dan bersikap skeptis terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.
Kehati-hatian yang tinggi memerlukan upaya audit yang lebih intensif dan dapat meningkatkan tingkat risiko audit yang dihadapi. Meningkatkan tingkat kehati-hatian dan ketelitian ketika melakukan pemeriksaan, berpotensi memperpanjang durasi proses audit. Entitas yang mencatat profitabilitas besar juga memerlukan prosedur audit yang lebih mendalam, terutama dalam hal validitas serta pengakuan pendapatan dan beban. Kompleksitas turut berdampak pada meningkatnya waktu pelaksanaan audit dan pada akhirnya menyebabkan fee audit yang lebih tinggi bagi entitas klien (Huri & Syofyan, 2019).
Entitas yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi umumnya menghadapi kewajiban pembayaran fee audit yang lebih besar. Profitabilitas yang tinggi disebabkan oleh tingginya kompleksitas audit yang diperlukan, terutama dalam hal verifikasi atas keabsahan pengakuan pendapatan dan beban, yang menuntut auditor untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang lebih mendalam serta alokasi waktu yang lebih panjang. Peningkatan beban kerja audit secara langsung juga berdampak pada meningkatnya fee audit. Sehingga, tingkat profitabilitas entitas klien berperan signifikan dalam menentukan besaran fee audit.
5. Ukuran Entitas Klien
Indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai besar atau kecil ukuran suatu entitas bisnis disebut dengan ukuran entitas. Penilaian ini biasanya didasarkan pada sejumlah aspek finansial yang mencerminkan kapasitas dan kekuatan ekonomi entitas. Faktor-faktor utama yang digunakan untuk menentukan ukuran entitas adalah total aset yang dimiliki entitas yang menggambarkan nilai keseluruhan sumber daya yang dikuasai oleh entitas, dan total pendapatan atau penjualan yang dihasilkan selama periode akuntansi yang mencerminkan aktivitas operasional dan daya saing entitas di pasar. Selain itu, struktur kepemilikan terhadap aset, baik dalam bentuk aset tetap, aset lancar, maupun investasi jangka panjang juga menjadi bagian penting dalam menentukan besar kecilnya suatu entitas (Faradhillah & Abbas, 2022).
Ukuran entitas dapat diidentifikasi melalui total aset yang dikuasai oleh entitas, aset tersebut berfungsi sebagai sumber daya untuk mendukung aktivitas operasional entitas. Ketika sebuah entitas memiliki jumlah aset yang besar, maka pihak manajemen memiliki fleksibilitas dan ruang gerak yang lebih luas dalam mengelola serta memanfaatkan aset demi kepentingan operasional. Simatupang et al. (2021) menyatakan bahwa besarnya ukuran suatu entitas bisnis memiliki kaitan langsung dengan besarnya biaya yang dilakukan untuk jasa audit. Artinya, semakin besar total aset dan cakupan operasional perusahaan, maka biaya audit eksternal yang harus ditanggung pun akan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume dan kompleksitas aktivitas keuangan serta operasional yang perlu diperiksa auditor.
Entitas berukuran besar umumnya memiliki sistem dan data informasi yang lebih luas, yang tidak hanya dibutuhkan oleh pihak internal sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga penting bagi pihak eksternal seperti investor dan regulator. Ukuran entitas juga mencerminkan tingkat kesadaran manajemen terhadap pentingnya keterbukaan dan transparansi informasi. Entitas besar menghadapi eksposur risiko yang lebih tinggi dibandingkan rntitas kecil, yang berimplikasi pada perlunya audit yang lebih mendalam. Proses pemeriksaan pada entitas berukuran besar biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang serta melibatkan lebih banyak anggota tim audit karena jumlah transaksi yang harus dianalisis jauh lebih banyak dan kompleks. Sangat wajar jika total fee audit pada entitas besar lebih tinggi daripada entitas yang lebih kecil.
Semakin besar ukuran suatu entitas, makan semakin signifikan pula keterikatannya dengan pengambilan keputusan dalam hal pendanaan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai entitas. Entitas berukuran besar yang memiliki kepemilikan saham tersebar luas biasanya tidak terlalu berdampak oleh potensi hilangnya kendali dari pemegang saham utama. Entitas besar umumnya lebih percaya diri dan cenderung mengambil langkah untuk menerbitkan saham baru demi memenuhi kebutuhan pembiayaan, dibandingkan dengan entitas berukuran kecil yang lebih berhati-hati (Suwardika & Mustanda, 2017).
Menurut Rukmana, Konde, & Setiawaty (2017) proses pemeriksaan laporan keuangan pada entitas berukuran besar, auditor pasti memerlukan alokasi sumber daya yang cukup besar, baik dari segi jumlah anggota, tenaga kerja profesional, waktu pelaksanaan, maupun penerapan prosedur audit yang lebih mendalam dan sistematis. Kompleksitas serta cakupan pekerjaan audit yang meningkat akibat besarnya ukuran entitas meyebabkan beban kerja auditor menjadi lebih berat dan kompleks. Kondisi ini secara langsung berdampak pada peningkatan fee audit yang harus dibayarkan oleh entitas yang menjadi objek audit.
Semakin besar ukuran suatu entitas, maka semakin tinggi pula tingkat risiko serta kerumitan operasional yang dihadapi, dibandingkan dengan entitas yang berukuran kecil dan menyebabkan proses audit yang dilakukan oleh KAP terhadap entitas besar cenderung membutuhkan durasi yang lebih panjang. Hal ini karena auditor harus memberikan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang relevan. Jumlah anggota tim audit yang diterjunkan juga lebih banyak, karena kompleksitas transaksi dan aktivitas entitas besar memerlukan perhatian yang lebih mendalam dan terperinci. Dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya audit ini, maka fee audit yang harus ditanggung oleh entitas klien pun akan mengalami peningkatan. Jumlah dan ragam transaksi yang luas serta kompleksitas sistem keuangan entitas besar turut menjadi faktor yang mendorong kenaikan fee audit (Simatupang et al., 2021).
Entitas yang memiliki ukuran besar juga cenderung menghadapi biaya agensi yang lebih signifikan, yang muncul karena adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik entitas. Untuk meminimalkan risiko dan menjamin transparansi, entitas besar biasanya lebih memilih untuk menggunakan jasa audit dari KAP berukuran besar dan bereputasi tinggi, seperti KAP yang tergabung dalam kelompok Big Four, yang dikenal memiliki tim auditor profesional yang kompeten, menjunjung tinggi independensi, serta memiliki kesadaran tinggi dalam menerapkan kode etik profesi akuntan publik dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan. Terdapat kecenderungan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap hasil audit yang dilakukan. Entitas besar rela membayar fee audit yang lebih tinggi kepada KAP yang mampu memberikan layanan audit berkualitas tinggi dan berstandar internasional. Sehingga, terdapat hubungan yang positif antara ukuran entitas dengan besarnya fee audit yang dikeluarkan (Simatupang et al., 2021).
Melaksanakan proses audit pada entitas berukuran besar merupakan suatu kegiatan yang menuntut investasi waktu, tenaga, serta sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan audit pada entitas kecil. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kegiatan operasional dan tingginya volume transaksi yang dilakukan oleh entitas besar selama periode tertentu. Jumlah transaksi yang masif membuat auditor harus melakukan serangkaian prosedur audit yang lebih mendalam dan menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pengumpulan bukti, analisis data, hingga pengujian atas keandalan dan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Setiap tahapan mebutuhkan ketelitian dan keahlian yang tinggi agar hail audit yang diperoleh dapat dipercaya dan objektif sebelum auditor dapat memberikan opini profesional terhadap laporan keuangan.
Entitas besar dihadapkan pada tingkat risiko yang lebih tinggi, termasuk potensi terjadinya salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Risiko mendorong auditor untuk menerapkaan prosedur audit yang lebih ketat dan memperluas cakupan pemeriksaan agar seluruh penyimpangan dapat teridentifikasi dan dievaluasi dengan cermat. Kosekuensinya, jumlah bukti audit yang perlu dikumpulkan pun meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, yang tentu saja menambah beban kerja dan waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan proses pemeriksaan. Seluruh proses yang lebih intensif akhirnya menyebabkan naiknya biaya audit yang harus dikeluarkan oleh entitas klien.


6. Kompleksitas Audit
Cameran (2005) dalam Yulio (2016:81) menyatakan bahwa kompleksitas audit merupakan aspek yang berhubungan dengan tingkat kompleksitas dalam aktivitas transaksi yang dijalankan perusahaan. Tingkat kerumitan yang dihadapi suatu entitas dapat muncul dari beragam faktor, seperti keterlibatan dalam transaksi dengan mata uang asing, kepemilikan banyak anak entitas, memiliki jaringan cabang yang luas, serta keberadaan aktivitas operasional di negara lain. Ukuran kompleksitas dilihat dari seberapa banyak jumlah cabang maupun entitas anak, baik yang berlokasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin tinggi tingkat kerumitan yang melekat pada entitas klien, semakin besar pula risiko serta beban pekerjaan audit yang harus dilaksanakan auditor, karena proses pemeriksaannya menuntut upaya yang lebih besar dan fee audit yang ditetapkan juga akan meningkat sejalan dengan besarnya tingkat kompleksitas audit.
Menurut Nurwulansari (2017) dalam Yulianti et al. (2019:221) perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tingkat kerumitan transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Jumlah transaksi yang besar menuntut auditor untuk megumpulkan lebih banyak bukti audit guna memastikan keandalan opini audit yang disampaikan.
Yulianti et al. (2019) menyatakan bahwa kompleksitas dalam proses audit umumnya bersumber dari tingkat kompleksitas entitas klien, karena auditor harus menelaah seluruh aktivitas serta kondisi entitas klien. Sehingga, semakin tinggi tingkat kompleksitas suatu entitas, maka semakin besar pula tingkat kerumitan pekerjaan audit yang harus dilakukan auditor. Tingkat kompleksitas suatu entitas memiliki hubungan yang searah dengan besaran fee audit. Bertambahnya jumlah entitas anak membuat proses pemeriksaan menjadi semakin rumit, dan auditor membutuhkan waktu lebih panjang dalam melaksanakan proses audit yang akhirnya mendorong meningkatnya fee audit yang harus ditanggung entitas (Yulio, 2016). Sehingga, menurut menurut (Chandra, 2015) dalam (Yulianti et al., 2019:231) fee audit yang harus ditanggung oleh entitas klien akan lebih besar apabila entitas memiliki jumlah entitas anak yang banyak, dibandingkan dengan entitas klien yang hanya memiliki sedikit entitas anak.
7. Ukuran KAP 
Menurut Yulianti et al. (2019) ukuran KAP adalah cerminan dari skala atau besaran suatu entitas jasa audit, yang biasanya ditinjau dari kapasitas organisasi, jumlah tenaga profesional yang dimiliki, cakupan wilayah operasional, serta reputasi di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan ketentuan resmi yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2016, IAPI mendefinisikan KAP sebagai badan usaha yang berdiri sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperoleh izin usaha yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2011  tentang Akuntan Publik. Dalam praktiknya, KAP di Indonesia pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu KAP berukuran besar dan KAP berukuran kecil. Komposisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar KAP di Indonesia merupakan KAP beskala kecil, dengan wilayah operasional yang relatif terbatas dan jumlah klien yang juga tidak terlalu banyak, sehingga kapasitasnya berbeda jauh dengan KAP besar (Yulianti et al., 2019)
KAP beskala besar biasanya memiliki sumber daya finansial yang jauh lebih memadai jika dibandingkan dengan KAP kecil. Kekuatan modal yang dimiliki memungkinkan KAP besar untuk melakukan investasi yang signifikan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya individu melalui program pelatihan staf, maupun melalui pengadaan teknologi audit modern dan fasilitas penunjang lainnya. Investasi ini secara langsung berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit dan memperkuat kualitas audit yang diberikan kepada klien. KAP besar memiliki legitimasi untuk mengenakan biaya audit yang lebih tinggi karena menawarkan layanan dengan kualitas yang relative lebih unggul, ditunjang oleh tenaga profesional yang kompeten serta teknologi yang lebih canggih.
Ukuran KAP memiliki hubungan yang erat dengan besaran fee audit yang dibebankan kepada klien. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap fee audit, artinya semakin besar ukuran KAP, maka semakin tinggi pula fee audit yang diberikan. Arah hubungan positif menandakan reputasi, kapasitas, dan kredibilitas KAP memainkan peran penting dalam menentukan biaya audit. Entitas yang memilih diaudit oleh KAP yang masuk dalam kategori Big Four harus Bersiap untuk membayar fee audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan entitas yang laporan keuangannya diperiksa oleh KAP yang bukan Big Four. KAP Big Four dianggap memiliki reputasi internasional, standar audit yang lebih ketat, sumber daya individu dengan keahlian tinggi, serta teknologi audit yang lebih maju, sehingga fee audit yang ditetapkan lebih tinggi.
Ukuran KAP memiliki implikasi langsung terhadap penetapan fee audit. Entitas yang diaudit oleh KAP besar umumnya bersedia membayar fee lebih tinggi karena diyakini akan memperoleh kualitas audit yang lebih andal, independen, dan kredibel, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor, pemangku kepentingan, dan regulator terhadap laporan keuangan yang dipublikasi.
2.2. Standar Profesional Fee Audit
2.2.1. Peraturan Dewan Pengurus IAPI
Pada tahun 2024, Dewan Pengurus IAPI telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024 yang memuat pedoman terbaru mengenai cara menetapkan fee audit atas laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan. Peraturan ini disusun sebagai bentuk pembaruan atas ketentuan sebelumnya, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2016, dengan tujuan utama untuk:
1. Menjadi pedoman bagi akuntan publik dalam menentukan besaran honorarium jasa audit yang layak dan proposional, selaras dengan nilai-nilai kehormatan profesi akuntan publik, serta mencukupi untuk mendukung pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
2. Memberikan jaminan kejelasan bagi akuntan publik mupun pihak pengguna jasa bahwa kompensasi yang diterima mencerminkan tingkan kompleksitas, besarnya ririko yang dihadapi dalam proses audit, serta bobot tanggung jawab profesional yang melekat pada pelaksanaan pekerjaan;
3. Mendorong peningkatan mutu pelaksanaan audit secara menyeluruh, sekaligus menjaga prinsip independensi dan menjunjung tinggi profesionalisme akuntan publik dalam menjalankan peran dan tanggung jawab.
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2.2.2. Metode Penetapan Fee Audit
Dewan pengurus IAPI pada tahun 2024 telah menerbitkan metode penetapan fee audit yang terbagi menjadi tiga metode sebagai kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas klien sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024, antara lain:
1.	Total nilai imbalan jasa dalam bentuk lumpsum ditentukan secara menyeluruh;
	Dalam menetapkan jumlah total imbalan jasa lumpsum, seorang akuntan publik diperbolehkan menyusun estimasi waktu kerja tim audit yang direncanakan, mencakup seluruh tahapan mulai dari sebelum adanya perikatan hingga proses pelaporan akhir.
Akuntan publik wajib memiliki kemampuan untuk mengestimasi waktu kerja yang memadai bagi tim perikatan agar dapat melaksanakan seluruh prosedur audit yang diperlukan secara menyuluruh, dengan tetap memperhatikan standar kecukupan prosedur, serta ketaatan terhadap SPAP dan prinsip-prinsip kode etik yang berlaku.
Tidak diperkenankan bagi Akuntan publik untuk mengurangi atau mempersempit cakupan prosedur audit hanya demi menurunkan estimasi waktu kerja tim yang berdampak pada pengurangan tarif imbalan jasa.
Akuntan publik harus dapat mempertimbangkan seluruh pengeluaran tambahan yang relevan dalam pelaksanaan audit, seperti ongkos perjalanan, penginapan, maupun biaya lain yang bersifat out of pocket, kecuali jika telah terdapat kesepakatan khusus dengan klien mengenai hal-hal tersebut.
2.	Imbalan jasa ditentukan berdasarkan aktualisasi pemakaian waktu kerja personil atau struktur tim audit;
	Dalam menetapkan total nilai imbalan jasa menggunakan pendekatan ini, praktisi profesional diharuskan menyusun estimasi alokasi jam kerja tiap personil atau konfigurasi tim audit secara cermat, sedekat mungkin dengan realisasi waktu kerja yang akan terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan proyeksi biaya yang representatif dan masuk akal terhadap total imbalan jasa yang akan dibebankan.
	Profesional juga wajib memelihara dokumentasi atas penggunaan jam kerja actual dari setiap personil sebagaimana telah disetujui Bersama dengan klien, sebagai acuan dalam menentukan besaran akhir fee audit.
	Akuntan publik harus menjamin bahwa seluruh prosedur audit yang dijalankan mencukupi untuk memenuhi standar mutu pekerjaan yang berlaku, serta tidak diperkenankan menambahkan prosedur yang tidak relevan atau tidak diperlukan hanya demi menambah jumlah jam kerja yang tercatat, demi mengejar peningkatan imbalan jasa secara tidak sah. Hal ini harus sesuai dengan prinsip dalam SPAP dan kode etik yang berlaku.
3.	Penetapan imbalan jasa berdasarkan aktualisasi jam kerja personil atau struktur tim perikatan, dengan batasan nilai minimum dan/atau maksimum yang disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan oleh entitas klien.
	Akuntan publik tidak hanya harus menyususn estimasi alokasi jam kerja setiap personil dengan memperhatikan kelayakan dan kecukupan prosedur audit minimal yang wajib dilakukan, tetapi juga harus mengantisipasi kemungkinan adanya peningkatan jam kerja yang mungkin timbul akibat perluasan prosedur audit tambahan, sepanjang hal tersebut sejalan dengan ketentuan SPAP dan prinsip-prinsip dalam kode etik akuntan.
	Akuntan publik diwajibkan mendokumentasikan secara rinci seluruh penggunaan waktu kerja actual sebagaimana telah dibicarakan dan disepakati bersama klien, yang akan menjadi acuan dalam menentukan besaran akhir imbalan jasa, dengan catatan bahwa jumlah tersebut tidak boleh melebihi batas maksimum anggaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh entitas yang diaudit.
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. Indikator Batas Bawah Billing Rate
	Penetapan batas bawah imbalan jasa per jam dilakukan melalui sistem klasifikasi yang disusun secara berjenjang, sebagai berikut:
Tabel 2.1 Batas Bawah Billing Rate
	Junior Auditor
	Senior Auditor
	Supervisor
	Manager
	Partner

	Rp125.000
	Rp185.000
	Rp370.000
	Rp860.000
	Rp1.850.000


Sumber: IAPI, 2024
	Akuntan publik di luar wilayah Jabodetabek diperbolehkan menyesuaikan standar batas bawah imbalan jasa per jam yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
Tabel 2.2 Batas Bawah Billing Rate di Luar Wilayah Jabodetabek
	Junior Auditor
	Senior Auditor
	Supervisor
	Manager
	Partner

	Rp87.500
	Rp155.000
	Rp245.000
	Rp615.000
	Rp1.480.000


Sumber: IAPI, 2024
	Nilai yang ditetapkan di atas berfungsi sebagai acuan batas bawah dalam penentuan imbalan jasa, tetapi akuntan publik tetap dapat menetapkan tarif yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi dan kompleksitas penugasan. Sebaliknya, apabila imbalan jasa ditetapkan lebih rendah dari indikator batas bawah, maka terdapat risiko jumlah yang diterima tidak memadai untuk melaksanakan prosedur audit sesuai SPAP, Kode Etik, serta ketetntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berpotensi menurunkan kualitas audit (Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024).
2.2.3. 
2.2.4. 
2.3. Kualitas Audit
Penetapan fee audit merupakan proses yang kompleks karena harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas. Setiap entitas memiliki kompleksitas transaksi dan kebutuhan audit yang berbeda, karena itu akuntan publik perlu mempertimbangkan dapak yang akan terjadi dari penetapan fee audit, yaitu hasil kualitas audit yang berkualitas.
Menurut DeAngelo (1981) definisi dari kualitas audit adalah tingkat kemungkinan seorang auditor mampu mengidentifikasi serta mengungkapkan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang terjadi dalam proses akuntansi klien. Tingkat keberhasilan auditor dalam menemukan penyimpangan ini sangat dipengaruhi oleh keahlian profesional yang dimiliki.
Hasil dari pelaksanaan tugas auditor yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan dan auditor menyusun laporan berdasarkan kecukupan dan kelayakan bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan disebut dengan kualitas audit, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan entitas (Suripto, 2021). Selama menjalankan tanggung jawab profesional, auditor selalu mengacu pada standar auditing yang berlaku serta menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik guna memastikan hasil audit yang objektif, etis, dan dapat diandalkan Rahayu & Suryono (2016).
Syamsuri (2023) mengungkapkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh berbagai faktor penting yang saling terkait. Beberapa di antaranya mencakup kompleksitas dari proses audit, jumlah fee audit yang diterima, tekanan terhadap alokasi waktu, tingkat kehati-hatian profesional yang diterapkan, dan beban kerja yang ditanggung auditor juga mempengaruhi kualitas audit. Yulianto & Sulistyowati (2021) menyatakan bahwa salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit adalah besarnya fee audit yang diterima auditor dari klien. Jumlah fee audit sering kali menempatkan auditor pada sebuah kondisi yang rumit dan penuh dilema.
Arista et al. (2023) menyatakan bahwa kualitas audit sangat menentukan ketepatan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan, dan peningkatan kualitas informasi yang dapat dicapai melalui pelaksanaan audit yang profesional, independen, dan sesuai standar sehingga mampu memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan entitas, dan (Fauziyyah & Praptiningsih (2020) menyatakan bahwa hasil dari proses audit yang berkualitas berperan besar dalam memperkuat kepercayaan terhadap laporan keuangan, karena mampu memberikan keyakinan kepada para pengguna informasi akuntansi bahwa data yang disajikan telah melalui pemeriksaan profesional dan objektif. Hal ini secara lansung membantu meminimalkan potensi penyajian informasi yang menyesatkan atau tidak dapat dipercaya, khususnya bagi pihak-pihak eksternal seperti investor yang sangat bergantung pada akurasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, sehingga kualitas audit menjadi komponen utama dalam menjaga integritas dan transparansi pelaporan keunagan sebuah entitas (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020). 
Ramadhan et al. (2024) menyatakan bahwa manipulasi dan rekayasa dalam penyajian laporan keuangan memicu meningkatnya keraguan publik serta mencipktakan kekecewaan mendalam di kalangan para pemangku kepentingan yang selama ini mengandalkan akurasi laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Sehingga fee audit memiliki peran penting dalam menunjang kualitas audit, yaitu semakin layak fee audit yang diterima, maka semakin besar pula kemungkinan bagi auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan (Sabirin & Prasetyo, 2019).
2.2.2. 
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Metode
	Hasil
	Perbedaan

	1
	Biri (2019)
	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda. Data dikumpulkan dari 39 auditor di KAP Yogyakarta melalui purposive sampling
	Secara simultan kompetensi, independensi, dan fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial, hanya independensi yang berpengaruh signifikan, sedangkan kompetensi dan fee audit tidak berpengaruh signifikan
	Penelitian ini memiliki perbedaan karena berbasis kuantitatif dengan uji statistik, lokasi penelitian di KAP Kota Yogyakarta, dan fokus pada pengujian hipotesis bukan eksplorasi narasi pengalaman.

	2
	Sabirin & Prasetyo (2019)
	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, data sekunder laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, teknik purposive sampling, dan menggunakan analisis linear bergandaDisambung ke halaman berikutnya

	Audit fee berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, dan rotasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
	Penelitian ini memiliki perbedaan karena menggunakan data sekunder dari perusahaan manufaktur, menambahkan variabel audit tenure dan rotasi auditor, dan menggunakan pendekatan kuantitatif

	3Tabel 2.3 Sambungan

	Yulianto & Sulistyowati (2021)
	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretatif. Penelitian dilakukan di KAP Semarang melalui observasi dan wawancara untuk menggali makna hubungan antara fee audit dan kualitas audit
	Fee audit mempengaruhi luasnya pemeriksaan bukti, penyusunan kertas kerja, dan kualitas audit. Ditemukan bahwa fee audit yang besar cenderung meningkatkan kualitas audit, namun dapat menimbulkan dilema etis bagi auditor
	Penelitian ini memiliki perbedaan karena fokus pada persepsi auditor tentang prosedur audit dan kertas kerja

	4
	Devi (2021)
	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan responden 93 auditor dari 16 KAP di Bali. Sampel diambil dengan purposive sampling, analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda setelah uji validitas, reliabilitas, multikolinearitas, dan hesteroskedastisitas
	Persaingan antar KAP dan audit tenure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor
	Penelitian ini memiliki perbedaan karena variabel dependen penelitian ini adalah independensi auditor, lokasi penelitian di KAP Provinsi Bali, menambahkan variabel persaingan antar KAP dan audit tenure, menggunakan teori sikap dan perilaku etis sebagai landasan utama

	5
	Simatupang et al. (2021)Disambung ke halaman berikutnya

	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan data skunder dari laporan tahunan 15 perusahaan perbankan di BEI tahun 2014-2019. Sampel dikumpulkan melalui purposive sampling, analisis menggunakan regresi linear berganda dan uji sobel untuk analisis mediasi
	Ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap fee audit eksternal. Kualitas audit juga berpengaruh terhadap fee audit dan memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap fee audit. Sedangkan gender CEO tidak berpengaruh terhadap fee audit dan kualitas audit
	Penelitian ini memiliki perbedaan karena variabel independen penelitian ini menguji ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan gender CEO, objek penelitian di perbankan BEI, menggunakan variabel mediasi kualitas audit, data bersifat sekunder

	6
	Kristiantari, Putri, Suindari, & Korompis (2024)
	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada 5 akuntan publik dengan metode snowball sampling. Analisis dilakukan melalui tahapan bracketing, intuiting, analyzing, dan describing
	Fee audit dimaknai sebagai “nafas kehidupan” bagi KAP, sekaligus menjadi godaan yang dapat mengganggu independensi dan menurunkan kualitas audit. Ditemukan bahwa fee audit yang rendah cenderung berdampak negatif terhadap kualitas audit
	Penelitian ini memiliki perbedaan karena fokus pada pemaknaan subjektif auditor terhadap fee audit dan kualitas audit, lokasi penelitian di Bali dan Manado, tidak menggunakan kerangka teori pertukaran sosial melainkan perspektif fenomenologi dan etika profesi


2.5. Kerangka BerpikirTabel 2.3 Sambungan

	Fenomena fee audit merupakan aspek penting dalam praktik audit yang berkaitan dengan aspek finansial, serta dimensi etika, profesionalisme, dan kualitas pekerjaan auditor. Fee audit tidak muncul secara acak, melainkan merupakan hasil dari proses pertukaran nilai antara pihak KAP dan klien yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti risiko, kompleksitas, jenis industri, profitabilitas, ukuran entitas, dan ukuran KAP.
Dalam praktiknya, besaran fee audit menjadi titik sensitif yang dapat memberi dampak pada kualitas audit. Fee yang memadai memungkinkan auditor mengalokasikan sumber daya, waktu, dan tenaga yang cukup untuk melakukan prosedur audit secara menyeluruh. Fee yang terlalu rendah dapat mendorong auditor untuk mengurangi lingkup pemeriksaaan atau mempercepat proses audit, yang dapat menurunkan kualitas hasil pemeriksaan.
Penelitian ini memandang fenomena fee audit dan dampaknya melalui lensa akuntan publik dan entitas klien dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali makna subjektif dan pengalaman nyata akuntan publik dalam menetapkan fee audit dalam hubungan profesional dengan klien.
Kerangka berpikir berikut menjadi panduan utama yang menuntun peneliti dalam menjalankan arah penelitian secara terarah dan sistematis:





















Mengungkap Fenomena Fee Audit Melalui Lensa Akuntan Publik



 Bagaimana Dampak Penetapan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit
Bagaimana Penetapan Fee Audit Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik di Kota Samarinda



Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Fenomenologi


Informan: Akuntan Publik dan Entitas Klien


Triangulasi Data dan Analisis Data


Hasil Penelitian


Kesimpulan


Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber: Peneliti, 2025



BAB III
METODE PENELITIAN
1. 
2. 
3. 
3.1. Definisi Operasional
	Definisi operasional dalam penelitian ini berperan untuk memberikan kejelasan konseptual sekaligus batasan mengenai aspek-aspek yang diteliti, sehingga arah kajian dapat dipahami secara lebih terstruktur. Melalui penjabaran definisi operasional, peneliti bermaksud untuk menetapkan titik fokus utama penelitian serta memastikan konsistensi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan intepretasi data.
Dalam penelitian ini, fokus kajian yaitu pada fee audit yang menjadi fenomena dalam praktik dan profesi audit. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena fee audit dengan menggunakan perspektif akuntan publik dan entitas klien sebagai lensa analisis, serta pemahaman mendalam mengenai dampak fee audit pada kualitas audit. Fenomena fee audit adalah dinamika penetapan, negosiasi, serta implikasi imbalan jasa yang diterima auditor atas pekerjaan audit yang dilakukan.
a. Fee Audit
Fee audit merupakan imbalan jasa yang diterima Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/ auditor sebagai bentuk imbalan jasa atas pekerjaan audit suatu entitas. Dalam praktik profesional, penetapan fee audit harus sesuai dengan standar etika yaitu pada Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024.


b. Kualitas Audit
Kualitas audit adalah tingkat keandalan dan ketepatan suatu proses audit dalam memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Kualitas audit merefleksikan kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan material atau penyimpangan dalam laporan keuangan klien.
Fenomena fee audit menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya mencerminkan hubungan profesional antara auditor dan entitas klien, tetapi juga dapat memberikan dampak pada kualitas audit.
3.2. Jenis Penelitian
	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam melalui lensa para informan dalam memaknai pengalaman, pandangan, serta pendapat terkait fenomena yang diangkat. Melalui pendekatan fenomenologi, dalam penelitian ini berusaha membangun suasana komunikasi yang terbuka dan nyaman, sehingga para informan merasa bebas dalam mengungkapkan segala sesuatu yang dialami dan dirasakan, tanpa ada tekanan atau arahan tertentu.
Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menangkap inti dari pengalaman subjektif informan yang memberi ruang untuk menyampaikan narasi kehidupan yang berkaitan langsung dengan fenomena yang ingin diteliti. Penelitian berfokus pada penggalian makna dari setiap tindakan, pemikiran, serta respon informan terhadap situasi yang dialami, dengan menjadikan perspektif informan sebagai pusat dari proses interpretasi. Melalui kebebasan yang diberikan, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang otentik tentang dinamika yang terjadi dalam kehidupan para informan sebagaimana adanya, sesuai dengan kenyataan yang dialami dan dirasakan secara langsung.
Menurut pandangan Husserl dalam Asih (2005) dan Aflah & Murhayati (2025), pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengungkap esensi dari pengalaman subjektif individu yang dialami secara langsung, tanpa intervensi interpretatif dari teori atau asumsi eksternal. Husserl menekankan pentingnya epoche atau bracketing, yaitu proses menagguhkan prasangka, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki agar peneliti dapat melihat fenomena secara murni dan asli. Fenomena hanya dapat dipahami melalui kesadaran individu yang mengalaminya, karena makna sejati dari suatu pengalaman terletak dalam cara fenomena muncul dalam kesadaran. Pendekatan fenomenologi menempatkan pengalaman orang pertama sebagai sumber utama dan pemahaman. Tujuan utama dari fenomenologi Husserl adalah untuk menelusuri struktur utama dari pengalaman individu, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap makna terdalam dari fenomena yang diteliti.
Dalam proses pengumpulan data, terutama melalui wawancara mendalam, peneliti berupaya untuk membebaskan diri dari segala bentuk bias pribadi, pengetahuan teoritis, maupun penilaian ilmiah yang dapat mengaburkan pemahaman terhadap makna murni melalui lensa informan. Peneliti sengaja menempatkan diri sebagai pendengar aktif dan netral, serta tidak menyisipkan interpretasi pribadi, agar informan yang diperoleh merupakan representasi utuh dari kesadaran informan itu sendiri. Melakukan epoche menjadi prinsip utama dalam pendekatan fenomenologi, agar hasil penelitian tidak tercemar oleh perspektif luar, melainkan benar-benar berasal dari pengalaman informan yang nyata dan tidak terdistorsi.
Dikemukakan oleh O’Donoghue & Punch (2003), metode fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang memiliki struktur dasar yang mencakup empat karakteristik utama, yaitu deskripsi, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Keempat karakteristik ini menjadi ciri khas yang konsisten dan melekat dengan seluruh cabang pendekatan fenomenologi. Berikut uraian keempat karakteristik pendekatan fenomenologi:
1. Deskripsi
Pendekatan Fenomenologi menempatkan deskripsi sebagai titik pusat kegiatan penelitian, bukan bertujuan untuk menjelaskan atau mencari sebab-akibat atas suatu peristiwa. Fokus utama deskripsi adalah menggambarkan suatu fenomena sebagaimana fenomena tampak dalam kesadaran individu. Hal-hal yang diamati berupa pengalaman yang dialami dan tindakan yang dilakukan individu secara nyata. Fenomenologi menyajikan realita, tanpa tambahan interpretasi atau asumsi ilmiah dari luar. Prinsip “kembali kepada hal itu sendiri” menjadi landasan utama yang mengharuskan peneliti untuk menangkap fenomena secara murni tanpa filter konseptual.
2. Reduksi
Reduksi dalam konteks fenomenologi dipahami sebagai langkah menangguhkan seluruh asumsi, pandnagan awal, dan pengetahuan sebelumnya mengenai objek yang diamati, yang dikenal sebagai bracketing atau epoche. Reduksi bertujuan untuk memisahkan prasangka dan bias pribadi peneliti, sehingga deskripsi fenomena yang dihasilkan tidak tercemar oleh pemahaman yang telah ada sebelumnya. Dengan melakukan reduksi, peneliti dapat mendekati pengalaman sebagaimana dirasakan oleh subjek, dan bukan berdasarkan penafsiran teoritis yang telah terbentuk. Reduksi membuka jalan untuk melihat realita yang hadir dalam kesadaran subjektif individu, bukan sebagai konsep yang telah ditentukan.
3. Esensi
Esensi memiliki makna terdalam dari suatu pengalaman. Dalam fenomenologi, peneliti tidak hanya berhenti pada mendeskripsikan pengalaman, tetapi juga mencoba menggali struktur utama, yaitu karakter paling mendasar dari fenomena yang dialami oleh individu. Esensi melibatkan teknik refleksi, intuisi mendalam, dan eksplorasi imajinatif secara bebas untuk menemukan unsur yang merupakan bagian tidak tergantikan dalam pengalaman.
4. Intensionalitas
Konsep intensionalias merupakan kontribusi utama dari Edmund Husserl, yang memandang bahwa setiap pengalaman individu selalu diarahkan kepada suatu objek. Artinya, kesadaran tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkorelasi dengan sesuatu di luar dirinya. Intensionalitas terdiri dari dua komponen utama, yaitu noema dan noesis. Noema adalah bentuk dan isi pengalaman yang ditangkap secara objektif, seperti perilaku yang diamati atau fenomena yang dihadapi. Sedangkan noesis adalah dimensi subjektif dari pengalaman, yaitu kesadaran, pemahaman, atau tanggapan individu terhadap pengalaman. Intensionalitas menjembatani antara dunia luar dan kesadaran individu, serta menjadi dasar dalam proses interpretasi makna atas pengalaman hidup individu.
Berikut ini merupakan komponen-komponen yang akan dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian ini:
1. Fenomena Fee Audit
Fenomena fee audit adalah dinamika yang terjadi terkait dengan penetapan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak besarnya fee audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal atas jasa audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu entitas klien.
2. Kualitas Audit
Kualitas audit adalah tingkat keandalan dan ketepatan suatu proses audit dalam memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi.
3.3. Informan Penelitian
3.3.1. Akuntan Publik
Penelitian ini disusun untuk dilakukan pada akuntan publik yang terlibat langsung dalam penetapan fee audit dan bertugas di dua lokasi KAP Kota Samarinda sebagai perspektif pertama dengan wawancara mendalam. Kantor Akuntan Publik tersebut, di antaranya:


1. Kantor Akuntan Publik Kuncara Budi Santosa & Rekan Cabang Samarinda
Alamat: Perumahan Bumi Sempaja City, Jl. PM. Noor Blok. JF No.01, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119.
2. Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera
Alamat: Ruko Green City Residence, Jl. KH. Wahid Hasyim 2, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119.
[bookmark: _Hlk207581124]Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada seperangkat kriteria yang telah dirumuskan, dengan tujuan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus kajian. Kriteria tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu berprofesi sebagai akuntan publik, terlibat langsung dalam proses penetapan fee audit, bertugas di Kantor Akuntan Publik yang beroperasi di Kota Samarinda, bersedia memberikan informasi secara mendalam dan jujur terkait fenomena fee audit.
Penetapan kriteria berprofesi sebagai akuntan publik dipandang penting karena penelitian berfokus pada pengalaman, pandangan, dan refleksi para praktisi audit dalam memahami fenomena penetapan fee audit. Keterlibatan langsung dalam proses penetapan fee audit ditetapkan sebagai syarat karena hanya individu yang berada dalam posisi tersebut yang memiliki otoritas dan pemahaman fakta mengenai mekanisme negosiasi antara auditor dan entitas klien.
Aspek penugasan di KAP yang beroperasi di Kota Samarinda ditetapkan dengan pertimbangan praktis dan kontekstual, sehingga memudahkan peneliti dalam menjangkau informan, melakukan wawancara secara intensif, serta memastikan data yang diperoleh sesuai dengan lingkup penelitian. Kesediaan memberikan informasi secara mendalam dan jujur dipandang sangat penting karena penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi yang menekankan pada penggalian makna pengalaman subjektif informan melalui wawancara mendalam.
3.3.2. Entitas Klien
	Penelitian ini disusun untuk dilakukan pada manajeman entitas klien yang diaudit oleh dua lokasi KAP Kota Samarinda dan terlibat langsung dalam penetapan fee audit sebagai perspektif kedua dengan wawancara mendalam. Entitas klien tersebut, di antaranya:
1. Butik Oemahkoe Batik Samarinda
Alamat: Komplek Wijaya Kesuma 12, Jl. Juanda No.17, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75124.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur
Alamat: Jl. Harmonika No.01, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75242.
Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada kriteria yang telah dirumuskan, dengan tujuan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus kajian. Kriterianya adalah entitas klien yang diaudit oleh masing-masing dari kedua KAP yang juga menjadi informan pada penelitian ini.
Penetapan kriteria entitas klien yang diaudit oleh masing-masing dari kedua KAP yang juga menjadi informan pada penelitian ini, karena peneliti berupaya menggali pengalaman subjektif dari sudut pandang klien yang secara langsung berpengalaman pada proses negosiasi serta kesepakatan penetapan fee audit.
3.4. Jenis Data dan Sumber Penelitian
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.4.1. Jenis Data
	Jenis data yang digunakan sebagai penelitian adalah data kualitatif yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan penuturan yang disampaikan secara langsung oleh informan melalui proses wawancara mendalam. Jenis data sangat penting karena melalui kata-kata yang diucapkan, informan sebenarnya sedang mengungkapkan pemikiran, pengalaman, nilai-nilai, serta interpretasi terhadap fenomena yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan tidak hanya berfungsi sebagai informasi nyata, tetapi juga sebagai representasi makna yang lebih luas yang melekat dalam pengalaman subjektif para informan. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para informan akan diperlakukan sebagai bahan utama yang dianalisis secara kritis untuk menemukan pola, makna, serta keterhubungan antara persepsi individu dengan konteks sosial yang lebih besar.
3.4.2. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data. Data primer merupakan data utama yang secara langsung diperoleh peneliti melalui para informan. Seluruh informasi bersumber dari pengalaman, pandangan, serta pengetahuan informan yang diungkapkan secara verbal melalui proses wawancara mendalam yang benar-benar terkumpul berasal dari informan tanpa perantara. Informasi yang dihasilkan bersifat murni, asli, dan menggambarkan kondisi nyata sesuai perspektif informan.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
3.5.1. Wawancara Mendalam
	Penelitian ini akan dilaksanakan melalui pendekatan langsung dengan mendatangi KAP tempat para informan bekerja, sehingga peneliti dapat berinteraksi secara langsung dan memperoleh data dalam suasana yang lebih natural. Proses penggalian informasi dilakukan dengan cara bercerita dan berdialog secara mendalam bersama informan, dengan tetap mengikuti arah wawancara semi terstruktur yang telah disusun. Pedoman wawancara yang tercantum pada lampiran 1 disusun secara sistematis agar peneliti memiliki panduan yang jelas dalam mengajukan pertanyaan. Kehadiran pedoman bukan dimaksudkan untuk membatasi pembicaraan, melainkan untuk menjaga agar percakapan dapat mengalir dengan wajar, fleksibel, dan tetap searah dengan fokus penelitian.
	Melalui pendekatan wawancara semi terstruktur. bermaksud agar peneliti dapat memahami secara lebih dalam perspektif, pengalaman, serta makna subjektif yang dimiliki oleh informan terkait fenomena yang diteliti. Setiap jawaban yang muncul tidak berhenti hanya pada tingkat deskriptif, tetapi akan ditindaklanjuti dengan penggalian lebih mendalam melalui pertanyaan lanjutan yang memungkinkan peneliti menemukan pola, perspektif, dan membangun suatu model konseptual baru yang mampu menjelaskan topik penelitian secara lebih lengkap.
	Sebagai pendukung kelancaran proses wawancara, peneliti menyiapkan beberapa instrumen bantu. Instrumen pertama berupa alat tulis sederhana, seperti pena dan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat poin-poin penting, mencatat kesan spontan, serta meragkum informasi yang diungkapkan informan. Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam hal daya ingat maupun kecepatan menangkap setiap detail jawaban, sehingga catatan manual saja dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, selain alat tulis, peneliti juga memanfaatkan telepon genggam sebagai perangkat perekam suara. Alat perekam ini digunakan agar seluruh percakapan selama wawancara terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan tidak ada informasi penting yang terlewat. Adanya kombinasi catatan tertulis dan rekaman suara, peneliti lebih mudah melakukan transkripsi, mengorganisasi data, serta menganalisis hasil wawancara secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
3.5.2. Dokumentasi
	Teknik dokumentasi penelitian diposisikan sebagai salah satu instrumen penting untuk memperlihatkan, mengarsipkan, dan menguatkan setiap hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan. Melalui dokumentasi, seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, khususnya dari wawancara, tidak hanya disajikan dalam bentuk narasi, tetapi juga diperkuat dengan bukti nyata yang dapat ditelusuri kembali. Adanya bukti dokumentasi, temuan penelitian memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena keberadaannya dapat diverifikasi. Dokumentasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Peneliti melengkapi hasil wawancara dengan menyertakan dokumen yang berkaitan langsung dengan fenomena fee audit.

3.6. Metode dan Teknik Analisis Data
1. 
2. 
3. 
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3.6. 
3.6.1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Setelah proses wawancara selesai, data dari para informan terlebih dahulu dikelompokkan, kemudian dianalisis dengan melihat pandangan atau pengalaman yang diungkapkan oleh para informan itu sendiri terhadap fenomena fee audit. Proses ini untuk mengetahui apakah antara pandangan dan pengalaman yang diutarakan informan terdapat kesesuaian atau tidak. Hasil analisis dari triangulasi sumber selanjutnya dirumuskan menjadi kesimpulan yang didasarkan pada perbandingan antar informan. Temuan penelitian tidak hanya bersandar pada pendapat tunggal, tetapi merupakan hasil konfirmasi dari berbagai perspektif.
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Gambar 3.1 Skema Triangulasi Sumber
Sumber: Creswell, 2007
3.6.2. Triangulasi Metode
	Triangulasi metode digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih kuat, beragam, dan tidak hanya bergantung pada hasil wawancara mendalam. Untuk melengkapi wawancara, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan sebagai sumber pelengkap yang memperkuat temuan dari wawancara. Dokumentasi yang dimanfaatkan mencakup literatur, seperti pedoman etika profesi, peraturan IAPI, referensi tertulis ilmiah, dan undang-undang yang berlaku. Kehadiran dokumentasi sebagai bukti penting dan rujukan yang membantu hasil wawancara yang dilakukan.
Wawancara



Dokumentasi


Gambar 3.2 Skema Triangulasi Metode
Sumber: Creswell, 2007
3.6.3. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data mengikuti tahapan analisis fenomenologi Husserl dalam Asih (2005) dan Hariyanto (2014). Alur langkahnya dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada tahap awal penelitian fenomenologi, peneliti melakukan proses epoche atau bracketing, yaitu sikap menunda dan menangguhkan seluruh bentuk asumsi, prasangka, maupun pemahaman teori yang sudah dimiliki sebelumnya oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar proses analisis data tidak dipengaruhi oleh bias subjektif peneliti, baik berupa teori, konsep, maupun pengalaman pribadi. Penelitian diarahkan sepenuhnya pada pada pengalaman asli dari para informan. Fokus utama tertuju pada realitas dipersepsi, dialami, dan dimaknai langsung oleh informan, tanpa adanya intervensi interpretasi dari pihak luar.
2. Selanjutnya peneliti membaca transkrip wawancara secara cermat dan berulang-ulang. Proses ini bukan hanya sekedar membaca teks, melainkan upaya mendalami narasi yang diceritakan informan, termasuk konteks sosial, emosional, dan makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Peneliti memahami dunia pengalaman informan secara empatik, sehingga dapat memahami bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga makna yang tersembunyi di balik narasi. Peneliti tidak berhenti pada deskripsi permukaan, melainkan menekankan pemahaman yang sesungguhnya dialami oleh informan.
3. Kemudian mengenali dua dimensi kesadaran yang sangat penting dalam fenomenologi, yaitu noesis dan noema. Noesis (struktural) mengacu pada aktivitas mental yang dilakukan oleh informan, seperti bagaimana mereka berpikir, merasakan, menilai, atau mengambil keputusan. Noema (tekstur) mengacu pada isi atau objek dari kesadaran, yaitu pengalaman konkret yang menjadi fokus perhatian, seperti rasa tertekan ketika harus menentukan fee audit sesuai dengan tuntutan klien maupun regulasi. Dengan memisahkan noesis dan noema, peneliti dapat menganalisis bagaimana kesadaran informan membentuk, mengontruksi, dan memberikan makna terhadap fenomena yang dialami dalam konteks kehidupan profesionalnya.
4. Setelah itu, peneliti melakukan reduksi fenomenologi, yaitu suatu proses penyaringan dan pemurnian data. Pada tahap ini, seluruh informasi yang bersifat tidak relevan disingkirkan, sementara bagian-bagian data yang mengandung makna utama dipertahankan. Bertujuan menemukan inti pengalaman yang mendalam, seperti perasaan, nilai, ataupun pertimbangan moral yang dialami oleh informan. Reduksi membantu peneliti memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang benar-benar mencerminkan inti dari fenomena.
5. Lalu, data yang telah melalui proses reduksi kemudian dikategorikan berdasarkan kesamaan makna. Pertanyaan-pertanyaan yang memiliki pola serupa dikumpulkan menjadi kelompok tertentu, dan diorganisasikan menjadi tema-tema utama. Tema berfungsi sebagai representasi pola pengalaman yang berulang di antara informan. Melalui tahap ini, pengalaman informan dapat ditarik menjadi pola kolektif yang lebih detail.
6. Pada tahap terakhir, peneliti menyusun gabungan dari seluruh temuan ke dalam bentuk narasi utama. Narasi berfungsi untuk menggambarkan inti fenomena yang diteliti, tidak hanya dengan deskripsi nyata, tetapi juga refleksi atas makna yang muncul dari kesadaran informan. Hasil gabungan bukan hanya rangkaian data, melainkan pemahaman mendalam mengenai cara informan memaknai fenomena. Sehingga hasil penelitian fenomenologi mampu menghadirkan gambaran utuh mengenai inti pengalaman.
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Gambar 3.3 Model Analisis Data Fenomenologi
Sumber: Asih, 2005 dan Hariyanto, 2014
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Arah Wawancara
	Prosedur wawancara disusun sebagai panduan pokok agar percakapan tetap sesuai dengan fokus penelitian. Prosedur tidak bersifat mengikat, melainkan memberi kerangka sistematis dalam penyusunan pertanyaan dan memastikan aspek penting dapat terkendali. Wawancara bersifat dinamis dan pertanyaan dapat dikembangkan sesuai situasi dan respon informan, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam. Prosedur yang dirumuskan secara rinci dituliskan sebagai berikut:
1. Perkenalan diri peneliti;
2. Membahas tentang fee audit;
3. Membahas tentang dampak fee audit terhadap kualitas audit;
4. Mengaitkan fenomena fee audit yang terjadi pada KAP di luar Kota Samarinda dengan fenomena fee audit pada KAP di Kota Samarinda;
5. Menutup wawancara dengan evaluasi dan memberi penjelasan bahwa informan dapat dihubungi kembali jika data diperlukan.
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara
Teori yang dijadikan landasan konseptual dalam penelitian adalah teori fenomenologi sebagaimana dipaparkan oleh Husserl, yang menekankan pada upaya memahami dan mengungkap esensi dari pengalaman subjektif individu yang dialami secara langsung, tanpa intervensi interpretatif dari teori atau asumsi eksternal. Peneliti merumuskan seperangkat pertanyaan penelitian yang diarahkan oleh tujuan penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara tepat. Pertanyaan-pertanyaan disusun dengan pertimbangan relevansi antara konsep yang berasal dari teori dengan konsep yang diperoleh langsung dari relitas lapangan, dan dapat menggali data secara lebih mendalam. Adapun daftar pertanyaan yang dimaksud sebagai berikut:
A. Pertanyaan yang Ditujukan kepada Akuntan Publik
1. Siapa pihak yang berwenang dalam menentukan fee audit di KAP tempat Bapak bekerja?
2. Apakah auditor turut dilibatkan dalam proses penetapan fee audit?
3. Bagaimana praktik penetapan fee audit biasanya dilakukan di KAP tempat Bapak bekerja?
4. Menurut pengalaman Bapak, faktor apa saja yang paling mempengaruhi besaran fee audit?
5. Menurut Bapak, apakah tekanan dari klien dapat mempengaruhi penetapan fee audit?
6. Apakah besaran fee audit menurut Bapak berhubungan langsung dengan kualitas audit yang dihasilkan?
7. Bagaimana Bapak menyeimbangkan antara keterbatasan biaya klien dengan kualitas audit?
8. Apakah terdapat regulasi yang mengatur mengenai penetapan fee audit Bapak?
9. Apakah fee audit yang telah ditetapkan oleh Bapak dirasa cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas audit secara optimal? Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh auditor dalam pelaksanaannya?
10. Menurut Bapak, sejauh mana regulasi yang ada saat ini mempengaruhi penetapan fee audit di KAP tempat Bapak bekerja?
11. Strategi apa yang diterapkan oleh KAP dalam menyiasati keterbatasan fee audit agar kualitas audit tetap terjaga?
12. Apakah terdapat perbedaan dalam penetapan fee audit antara tahun pertama penugasan audit pada suatu entitas klien dengan tahun-tahun berikutnya?
13. Dalam praktiknya, apakah terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya penurunan fee audit?
14. Bagaimana kebijakan yang Bapak terapkan dalam menetapkan fee audit agar tetap sesuai dengan regulasi dan kebutuhan klien?
B. Pertanyaan yang Ditujukan kepada Entitas Klien
1. Bagaimana proses negosiasi penetapan fee audit antara pihak entitas dengan KAP biasanya dilakukan?
2. Apakah entitas pernah mengajukan permohonan penurunan fee audit kepada KAP? Jika pernah, bagaimana tanggapan yang diberikan oleh pihak KAP?
3. Dalam kondisi seperti apa KAP bersedia menyetujui permintaan penurunan fee audit dari entitas klien?
4. Apakah terdapat perbedaan sikap atau respon dari KAP ketika terjadi penyesuaian atau penurunan fee audit?
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